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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Penanggulangan Kejahatan Penipuan Investasi Online oleh
Kepolisian Sumatera Selatan”, Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah
Upaya penipuan investasi online oleh Pihak Kepolisian Sumatera Selatan, Serta
hambatan Kepolisian Sumatera Selatan dalam menanggulangi penipuan investasi

online. Jenis penelitian ini ialah Empiris yakni dengan data primer berupa wawancara

dengan Pihak Kepolisian Sumatera Selatan dan dan data skunder ialah yang terdiri dari
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan dari penelitian menunjukan
bahwa Upaya penyuluhan maupun himbauan kepada masyarakat yakni bertujuan
mencegah adanya penipuan investasi online ini, Serta faktor yang menjadi penghambat
pihak kepolisan yakni salah satunya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat itu

sendiri akan bahayanya penipuan investasi online.

Kata kunci : Investasi Online, , Kepolisian, Penipuan, Upaya Penanggulangan.
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BAB 1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan dunia yang
berawal dari kesederhanaan kini menjadi hidup yang dikategorikan dalam modern,
teknologi informasi dan komunikasi menjadi aspek dalam aktivitas kehidupan manusia
seperti internet, smartphone, komputer, dan dengan hadirnya kecanggihan pada
teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat semakin meningkatkan
komunikasi, hal ini berasal dari media sosial, seperti facebook, line, instagram,
whatshapp dan telegram. Dengan adanya ‘perkembangan zaman tentunya teknologi
internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat, guna mengikuti perkembangan zaman,

sehingga teknologi informasi ini menjadi sarana bagi masyarakat.*

Peningkatan teknologi yang telah menjadi sarana bergantungnya masyarakat
kini semakin terus meningkat. Dunia informasi tidak dapat terlepas dari internet,
meningkatnya teknologi akan membuat masyarakat mengikuti perkembangan
teknologi tersebut. Dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat muncul beragam
aplikasi media online yang dapat menghubungkan sama lainya, menuangkan ide,

mengapresiasikan diri, dan mengunakan internet sesuai dengan kebutuhan masyarakat

1 Marzuki Usman Singgih Riphat, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, ( Jakarta:Prenandamedia,
2000), him 19.



tersebut. Sehingga berikut adalah gambaran pemanfaatan teknologi di Indonesia

pada Tahun 2016-2017: 2

Gambar 1.1

Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Indonesia :

GAMBARAN PEMANFAATAN u¢  PDB per Kopita
TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA “ 20164 USIA Pengguna

Rp 47.96 Juta ncernet

7.6 " sulawes:
Sumatera * 7.6 Juta - -
PN € gdom) &
I 3

A. ) - ™, . S
&R » S

Pengguna . ~

Interne t 2016: N >

132.7 Juta S

) <
" ~ -
Jawa N
86.3 Juta Baly Nusea'

‘
Pengguna L 6.1 Ju @a® Proycksi Penduduk
“.7 @
Seluler 2016 '. 2017:
371.4 Juta Pengguna jejaring sosial di Indonesia Januari 2017 261.89 Juta
\"1 o . Sumber: APJII, We An
o | » Suprn Statistik, ComS<ore, d
caceiee | » o Innovation Pol

Sumber : Bdk Jakarta

Gambar diatas memperlihatkan gambaran pemanfaatan teknologi informasi di
Indonesia yakni pada tahun 2016 penggunaan internet mencapai 132,7 Juta dan
pengguna seluller yakni 371,4 Juta. Pengguna internet memiliki ragam usia yakni 10-
45 Tahun yakni 90% dan >50 Tahun yakni hanya 10%. Pemanfaatan teknologi tertinggi
di Jawa yakni mencapai 86,3 Juta pengguna, dan yang terendah terdapat di Maluku

Papua yakni hanya 3,3 Juta.

2 Saefullahh, “Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter
Anak”https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-
informasi-terhadap-karakter-anak , diakses 19 September 2021.



Menurut Center of Innovation Policy and Gevernance (CIGP) pengguna
penetrasi internet Indonesia adalah 51%. Angka yang terlihat dari jumlah pengguna
seluler. Pada tahun 2016 di proyeksikan sebanyak 371,4 juta bahkan jumlah tersebut
lebih banyak dari jumlah penduk rakyat Indonesia yang berjumlah 216,87 juta

penduduk.

Gambaran peningkatan pemsnfssstsn teknologi informasi di indonesia terus
mengalami peningkatan. karena masyarakat menjadikan teknologi informasi sebagai
kebutuhan.. Terlepas dari banyaknya kelebihan dari teknologi informasi dan
komunikasi justru sebagian masyarakat memiliki niat untuk melakukan kejahatan,
sehingga di atur di dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) , Tindak Pidana penipuan online dapat di temukan dalam
Pasal 28 ayat 1 Undang- Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam

Pasal tersebut menyatakan bahwa :3

“Setiap orang yang sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan dan mengabatkan kerugian konsumen dalam transaksi

elekronik”.

% Indonesia, Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun
2016, LN No. 215 Tahun 2016, TLN N0.5952, Ps. 28 ayat 1.



Penipuan online yang dapat merugikan masyarakat sudah memiliki banyak kasus yakni

.4

Tabel 1.1
Data Laporan Polisi Mengenai Penipuan Online di Indonesia
JUMLAH
TAHUN LAPORAN
2015 1.494
2016 3.064
2017 1.430
2018 1.781
2019 1.617
2020 649

Sumber : Patrolisiber

Tabel diatas memperlihatkan bahwa banyaknya kasus penipuan online di
Indonesia. Pada Tahun 2016 adalah jumlah kasus yang tertinggi yakni mencapai 3.064,
2018 terdapat 1.781 kasus, 2015 terdapat 1.494 kasus, Tahun 2019 terdapat 1.617 kasus
yang diterima, dan yang terendah terdapat pada Tahun 2020 yakni 649 kasus

berdasarkan statistic Patrolisiber. Pada Tabel tersebut terlihat bahwa pertahunya

4 Patrolisiber, “Jumlah  Laporan Polisi Yang Di Buat Masyarakat ”,
https://patrolisiber.id/Statistic, dikutip 9 Oktober 2021.




menurun angka laporan yang di laporkan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa
penipuan online ini menyebar dan sudah mendunia. Sehingga dengan adanya Undang-
Undang ITE bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan dan legalitas hukum
bagi pengguna dan penyedia layanan teknologi informasi, dan sanksi dari pada Pasal
28 ayat (1) Undang-Undang ITE di atur dalam Pasal 45 ayat (2) dipidana paling lama

enam tahun dan paling banyak denda 1 miliar.®

Setiap individu yang melalukan pelanggaran dapat diminta pertanggung
jawabanan perbuatan kejahatan yang dilakukannya, sehingga Undang-Undang nomor
19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik ini memberantas kejahatan yang dilakukan di

sosial media, yaitu cyber crime.

Cyber crime merupakan kejahatan yang dilakukan perorangan maupun
kelompok dengan mengunakan sarana komputer, jaringan internet dan media sosial,
sehingga kemajuan teknologi memberikan peluang untuk seseorang yang berniat
melakukan kejahatan, seperti melakukan penipuan melalui media sosial yang berkedok

kejahatan melalui komputer.®

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa ditinjau dari pandangan hukum

pidana, upaya penanggualangan cyber crime dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu

% Indonesia, Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun
2016, LN No. 215 Tahun 2016, TLN No0.5952, Ps. 45 ayat 2.
® Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), him 1.



aspek kebijakan kriminalitas (formulasi tindak pidana), aspek yuridis dan aspek

pertanggung jawaban pidana.’
Maraknya kejahatan cyber crime yakni banyaknya kecurangan yang terjadi

melalui internet yang dapat merugikan jutaan masyarakat. Laporan kejahatan cyber
crime sudah mencapai ribuan kasus yakni :

Gambar 1.2

Pelaporan kejahatan cyber crime

Jenis kejahatan siber di Indonesia, 2019-2020
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Sumber : Patroli siber, Lokadata.

" Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Bandingan,

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2015), him 125.
8 Partoli Siber, “Kejahatan Ciber”, https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jenis-kejahatan-

siber-di-indonesia-2019-2020-1590136655, dikutip 16 Oktober 2021




Gambar di atas memperlihatkan bahwa laporan kejahatan cyber crime sudah
mencapai ribuan yakni mencapai sebanyak 6.833 kasus yang terlapor, kasus tersebut
sejak 2019 sampai 2021. Kejahatan yang paling tinggi adalah di kasus penyebaran
konten provokatif hingga mencapai 2.584 laporan, dan kejahatan kedua yang kedua
adalah penipuan online, yakni hingga 2.147 kasus. Dapat kita lihat bahwa banyaknya

kasus yang sudah menyebar di Indonesia, dan pelanggaran dalam UU ITE.

Gambar diatas menunjukan gambaran bahwa kecurangan yang dilakukan untuk
melakukan kejahatan melalui komputer sudah menyebar luas, seperti dalam kasus
penipuan investasi online kasus pertama yakni di Palembang ada 6 perempuan
mendatangi POLTABES Palembang atas penipuan investasi bodong yang dilakukan
oleh pelaku tindak kejahatan yang tidak bertanggungjawab sehingga merugikan 6

investor.®

Cyber crime memiliki beberapa kasus seperti penipuan investasi online yang
dilakukan melalui media sosial. Investasi online ini sudah menyebar dikalangan
masyarakat, karena memiliki kelipatan dana yang membuat investor tertarik untuk
mengikuti investasi online.X Investasi online merupakan kegiatan penanaman modal

yang dilakukan seorang investor untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari

® Pahmi  Ramadan, “Tertipu Investasi Bodong Rugi Jutaan  Rupiah”,
https://www.google.co.id/amp/s/sumsel.tribunnews.com/amp/2021/04/10/wanita-muda-di-palembang-
tertipu-investasi-bodong-rugi-jutaan-rupiah, dikutip 24 September 2021.

10 Eduardus Tandelilin, Portofolio dan Investasi, ( Yogjakarta:Kanisius,2001), him. 8.




modal yang ditamankan melalui transaksi elektronik, sedangkan investor adalah

seorang yang memiliki modal atau menanam modal melalui media sosial.!
Adapun investasi menurut para ahli yaitu:*2

1. Mulyadi mengatakan bahwa investasi adalah suatu keterkaitan antara sumber-
sumber yang ada didalam suatu periode dalam jangka panjang untuk
mendapatkan keuntungan dimasa depan.

2. Farid harianto mengatakan bahwa investasi merupakan suatu aktivitas dimana
kita menaruh sejumlah dana pada suatu asset dalam periode yang sudat di
tentukan dengan tujuan ingin memperoleh penghasilan atau peningkatan

kekayaan.

Investasi online salah satu peluang untuk melakukan kejahatan, terutama
terhadap investasi yang tidak memiliki izin resmi dari OJK. Dalam Undang-Undang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21 Tahun 2011 adalah yang mengawasi lembaga
keuangan (LJK), dan memiliki peran yang penting dalam kasus penipuan investasi
bodong, karena OJK melindungi hal yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan

di media sosial, termasuk investasi ilegal.*®

UMarzuki  Usman  Singgih  Riphat,  Pengetahuan  Dasar Pasal  Modal,
(Jakarta:Prenandamedia,2000), him 19.

12 Desmon Wira, Memulai Investasi Saham, (Jakarta: Escaeva, 2015), him. 9.
13 Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, UU NO. 21 Tahun 2011, LN NO. 7
Tahun 2009, TLN No. 4962.



Banyaknya investasi illegal, Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) menampilkan hasil kerugian yang di alami oleh masyarakat karena investasi

illegal selama 10 tahun yakni dari 2010 sampai 2021 sebesar Rp. 114,9 Triliun.'4

Gambar 1.3
Kerugian Investasi llegal 2010-2021

Kerugian investasi ilegal di Indonesia, 2011-2020

g

Nilai kerugian (Rp triliun)
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I Kcruzian (Rotrifiun)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar diatas memperlihatkan sebagaimana kerugian yang ditanggung oleh
masyarakat sudah mencapai Rp. 114,9 Triliun. Kerugian yang tertinggi berada di
Tahun 2011 Mencapai 80% Kerugian. Dapat dilihat bahwa semakin lama kerugian
semakin berkurang, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penipuan investasi ini
justru semakin lama semakin menyebar, ditambah dengan kecangihan perkembangan

teknologi, sehingga pelaku menjadi mudah untuk melakukan penipuan. Masyarakat

14 Partoli Siber, “Kejahatan Ciber”, https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jenis-kejahatan-
siber-di-indonesia-2019-2020-1590136655, dikutip 20 Oktober 2021.
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tergiur dengan keuntungan yang besar dan diiming-imingi untuk melakukan investasi
online melalui media sosial sehingga pada tahun 2021 setidaknya ada 4 kasus investasi
online, kasus pertama yakni di Palembang ada 6 perempuan mendatangi POLTABES
Palembang atas penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh pelaku yang tidak
bertanggung jawab sehingga merugikan 6 investor,'® kemudian di Bengkulu terdapat
siswa yang duduk dikelas 2 SMA membawa kabur uang investasi senilai 2,6 miliar,
setelah itu di Makassar juga terdapat laporan bahwa sejumlah wanita mendatangi
Markas Kepolisian untuk melaporkan penipuan investasi bodong melalui instagram,*’
dan yang terakhir di polda aceh usut investasi bodong dinar khalifah yang membawa
uang investasi bodong senilai 20 miliar.*® Sehingga dapat dilihat bahwa penipuan
investasi bodong ini sudah menjalar hampir di seluruh wilayah Indonesia, tentunya
penipuan investasi online ini terjadi karena masyarakat tidak menyadari bahwa
investasi tersebut illegal dan tidak mempunyai izin dari Otoritas jasa keuangan (OJK)
dan menyebabkan terjadinya penipuan investasi bodong yang di namakan kejadian

tindak pidana ekonomi.

15 pahmi  Ramadan, “Tertipu Investasi Bodong Rugi Jutaan  Rupiah”,
https://www.google.co.id/amp/s/sumsel.tribunnews.com/amp/2021/04/10/wanita-muda-di-palembang-
tertipu-investasi-bodong-rugi-jutaan-rupiah, diakses 24 September 2021.

16 |smail Yago, « Siswi SMA Bengkulu Utara Bawa Kabur Dana Investasi Rp 2,6 Miliar”,
https://www.google.co.id/amp/s/today.line.me/id/v2/amp/article/1WrJMz, diakses 24 September 2021.

17 lkwan Fajar, Puluhan Wanita Tertipu Investasi Bodong Berkedok Arisan Online 3 Pelaku
tertangkap, “https://www.google.co.id/amp/s/m.merdeka.com/amp/peristiwa/puluhan-wanita-tertipu-
investasi-bodong-berkedok-arisan-online-3-pelaku-ditangkap.html” , diakses 24 September 2021.

18 Agus Setyadi, Polda Aceh Usut Investasi Bodong Dinar Khalifah 250 Member Setor Rp 20
M,  https://news.detik.com/berita/d-5473434/polda-aceh-usut-investasi-bodong-dinar-khalifah-250-
member-setor-rp-20-m”, dikutip 24 September 2021.
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Melawan hukum tindak pidana ekonomi dalam kejahatan penipuan investasi

online ini diatur didalam KUHP yaitu Pasal 378 tentang penipuan yaitu:*®

“Barang siapa dengan maksut menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum dengan mengunakan nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat,
ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang
suatu kepadanya, suapaya memberikan utang maupun menghapus piutang maka

diancam, karena penipuan pidana paling lama empat tahun”.

Maraknya penipuan investasi online tentunya Pihak kepolisian juga memiliki
tanggung jawab yang di jelaskan dalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 yaitu kepolisian mempunyai tugas pokok yaitu memilihara kemanan
masyarakat, melakukan penegakan hukum tentunya memberikan pelayanan, dan
perlindungan bagi masyarakat.?® Berdasarkan fungsi kepolisian maka pihak kepolisian
adalah pihak yang berwajib untuk merencanakan upaya pemberantasan hukum

terhadap kejahatan penipuan investasi bodong.

Seringnya penipuan investasi online maka banyak masyarakat dirugikan oleh
pelaku, baik dari pihak pelaku yang memanfaatkan kesempatan dan pihak masyarakat
juga tidak memperhatikan kembali bahwa investasi yang di ikuti adalah investasi
bodong, yang tidak memiliki izindari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan itu penulis

ketahui bahwa dengan kemajuan teknologi yang meningkat dan berjalan cepat justru

19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [ Werboek Van Staftrecht], diterjemahkan oleh
Moeljatno. (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), Ps. 378.

20 Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002,
LN 169 Tahun 1999, TLN No. 3890 Ps. 13.
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pihak yang berwewenang tidak sejalan atau berjalan lambat, sehingga terjadinya

ketidak seimbangan dalam upaya penanggulangan kejahatan penipuan investasi online.

Sehingga penulis akan melakukan akan melakukan penelitian lebih lanjut di
Kepolisian daerah Sumatera selatan termasuk POLDA Sumatera selatan yang akan
penulis jadikan skripsi adalah “ Upaya Penanggulangan Kejahatan Penipuan

Investasi Online Oleh Pihak Kepolisian Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang di bahas,

yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penipuan investasi online oleh
Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?
2. Apa saja hambatan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam

melakukan upaya penangulanggan kejahatan penipuan investasi online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh

penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan Delik Penipuan

investasi online oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
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2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

dalam upaya penanggulangan Delik Penipuan investasi Online.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan untuk memiliki manfaat untuk menambah wawasan,
memperkaya ilmu hukum, khususnya mengenai bagaimana Upaya dan penegakan
hukum terhadap penipuan investasi online oleh pihak Kepolisian daerah Sumatera
selatan.
2. Manfaat Praktis
a) Sebagai sumbangan bagi kalangan praktis maupun masyarakat luas
tentang Upaya dan penegakan hukum terhadap penipuan investasi
online, serta hambatan dalam melakukan upaya dan penegakan hukum
yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

b) Memberikan jawaban atas masalah yang di teliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian lebih dititik beratkan kepada upaya dan penegakan
hukum dan hambatan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan upaya

dan penegakan terhadap penipuan investasi online
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F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu alat atau pisau analisis dengan berbagai teori-
teori dalam penelitian yang diterapkan didalam bidang ilmu. Adapun teori yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Penangulanggan Kejahatan

kejahatan adalah termasuk dalam daya upaya semua orang atau
pemerintah yang dilakukan bertujuan untuk mencapai keamanan dan
kesejateraan bersama dalam kehidupan sesuai dengan tujuan hak asasi manusia.?*
Teori penanggulangan kejahatan ini dikenal dengan beberapa istilah salah
satunya adalah Penal Policy atau Criminal Policy, adalah suatu upaya atau usaha
untuk menaggulangi kejahtan melalui penegakan hukum pidana. Untuk itu dalam
mengatasi beberapa kejahatan ini di bagi menjadi jalur non penal (diluar hukum
pidana) dan penal (hukum pidana).
a. Kebijakan pidana dengan sarana penal (Reprensif)
Upaya kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, dengan upaya
ini bertujuan untuk menindak lanjuti para pelaku sesuai dengan peraturan
hukum, serta membuat pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukan
pelaku tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta dapat

merugikan banyak orang. Jadi mengingat sanksi yang berat diharapkan

21 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Penangulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group,2014), him. 49.
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mereka tidak mengulanginya kembali dan orang lain tidak akan
melakukannya.??

b. Kebijakan sarana dengan sarana non-penal (preventif)
Kebijakan sarana non-penal untuk memperbaiki social tertentu, namun
tidak secara langsung untuk upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Sudah
pasti pencegan lebih baik, dari pada harus memperbaiki kejahatan yang
sudah dilakukan oleh seseorang.”® Walau bukan orang yang memiliki

keahlian khusus.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan proses bagaimana mempertahankan norma
yang substantive sebagai pendoman prilaku dalam hubungan hukum bermasyakat dan

berbangsa.

Barda nawawi membagi menjadi 4 yaitu:

a. Masyarakat butuh perlindungan dari bahayanya sifat manusia. Wajar jikalau
tujuan penegakan hukum untuk memperbaiki pelaku kejahatan, atau untuk

memperbaiki tingkah laku agar menjadi orang yang lebih bermanfaat.

2 Ulul  Azmi Funna, Teori Penangulanggan Kejahatan, dikutip  dari
https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan. Html 26 Agustus 2021, jam
17.47 WIB

23 Barda Nabawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), him.

1.
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b. Masyarakat butuh perlindungan yang tepat berhadap keseimbangan
kepentingan kepentingan yang terganggu oleh adanya kejahatan. Wajar
jikalau penegakan hukum pertujuan untuk menyelesaikan konflik. Kemudian
mengadirkan rasa damai di masyarakat.

c. Masyarakat membutuhkan perlindungan dari perbuat anti sosial yang
menimbulkan kerugian dan berbahaya bagi masyarakat. Wajarjika penegakan
hukum adalah untuk menanggulangi kejahatan.

d. Masyarakat butuh perlindungan agar warga Negara tidak menyalahgunakan
sanksi. Wajar jikalau penegakan hukum adalah untuk pencegahan tindakan

sewenang-wenang diluar hukum

Adapun menurut Joseph Goldstein penegakan hukum pidana di bedakan menjadi

3 yaitu: %

a. Penerapan hukum pidana secara penuh tidak mungkin karena aparat penegak
hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, yang meliputi aturan
penahanan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan
pendahuluan. Selanjutnya, mungkin ada hukum pidana substantif itu sendiri.
Sebuah pembatasan diberikan. Misalnya, pengaduan harus diajukan sebelum
sebagai syarat penuntutan tindak pidana pengaduan (klacht delicten). Rentang

terbatas ini disebut area yang tidak dapat dieksekusi.

24 Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, (Bogor: Galia Indonesia
2015), him. 39.
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b. Penerapan hukum secara menyeluruh. Setelah cakupan penuh penerapan
hukum pidana adalah, diharapkan daerah-daerah di mana hukum tidak berlaku
akan diterapkan secara maksimal.

c. Implementasi aktual. Menurut Joseph Goldstein (Joseph Goldstein), karena
waktu, staf, alat investigasi, sumber daya dan keterbatasan, dianggap sebagai
harapan yang tidak realistis, yang semuanya mengarah pada kebutuhan untuk
melanjutkan Sisa dari pemrosesan diskresi adalah begitu -disebut eksekusi

aktual.

Pandangan hukum dapat dilihat dari 3 pandangan yaitu: 2

1. Menerapkan hukum pidana dengan susunan sosial, wajib menyeimbangkan
cara pola piker maupun pandangan para penegak hukum

2. Menerapkan  Tinjauan hukum dalam pandangan administrative
mengambarkan hubungan para penegak hukum.

3. Pandangan dalam pandangan normative, yaitu melukis hubungan nilai social

yang berhubungan dengan hukum pidana.

Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:?®

a. Faktor penegakan hukum

25 |bid, him. 42.
%Sperjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja
Grafindo, 2008), him. 19.
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Penegak hukum dapat dikatakan menjalankan kewajibannya merupakan hal
yang penting bagi penegak hukum, maka jika peraturan telah dibuat sebaik-
baiknya lalu para penegak hukum tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan
maka mengakibatkan konflik.

. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung sangat penting bagi belangsungnya
tujuan, karena faktor sarana dan fasilitas pendukung sangat di perlukan oleh
penegak hukum, sarana atau fasilitas diantaranya, adalah organisasi baik,
peralatan yang cukup, keuangan yang cukup, dan tenaga manusia yang
berpendidikan dan trampil. Maka penegak hukum dan sarana atau fasilitas
selalu berjalan berdampingan demi terciptanya tujuan.

Faktor Hukum

Kepastian hukum merupakan proses yang telah di perhitungkan dengan
normatif, tentu saja terkadang tidak adanya kecocokan terhadap kepastian
hukum dan keadilan.

. Faktor budaya

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran penting bagi
manusia dan masyarakat, yaitu mengatur bagaimana cara betindak, berbuat,
bersikap dan menjaga sikap ketika bertemu orang lain. Maka dari itu
kebudayaan adalah garis besar bagi perilaku masyarakat.

Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki peran dalam terciptanya penegakan hukum yaitu

mencapai suatu cita-cita yang bersifat damai, Masyarakat sudah seharusnya
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mengerti bahwa mereka adalah peran yang dapat menciptakan kedamaian,
Sehingga perlu kesadaran untuk patuh pada peraturan, karena kepatuhan
masyarakat menjadi faktor penting berfungsi atau tidaknya hukum yang ada

di dalam ruang Ingkup masyarakat.

G. Kerangka Konseptual

1. Penipuan Investasi Online

Perkembangan investasi online dalam perkembangan teknologi
masyararakat sudah berkembang, sehingga mengenai penipuan investasi online
adanya beberapa hal —hal yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dalam Pasal 28 ayat
(1) yaitu:?’

Setiap orang yang sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan dan mengabatkan kerugian konsumen dalam transaksi

elekronik”.Sehingga sanksi dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang

ITE di atur dalam pasal 45 ayat (2) dipidana paling lama enam tahun

dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliyar rupiah).
secara umum penipuan investasi online masuk kedalam kejahatan harta
kekayaan, sebagaimana diatur didalam pasal 378 KUHP, yaitu :?

Barang siapa dengan maksut menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum dengan mengunakan nama palsu atau martabat,

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan
orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya

2" Indonesia, Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19
Tahun 2016, LN No. 215 Tahun 2016, TLN No0.5952, Ps. 28 ayat 1.

28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [ Werboek Van Staftrecht], diterjemahkan oleh
Moeljatno. (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), Ps. 378.
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memberikan utang maupun menghapus piutang maka diancam, karena
penipuan dengan pidana paling lama empat tahun.

2.Cyber Crime

Cyber crime merupakan tindak kejahatan yang muncul bersamaaan dengan
lahirnya revolusi teknologi, sehingga dikemukaan oleh Ronny Nitibaskara yaitu
interaksi sosial yang memimalisir kehadiran secara fisik, merupakan cyber crime ciri
lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semancam ini maka penyimpangan
sosial berupa menyesuaikan bentuk karakternya. 2

Cyber crime didefinisikan sebagai kejahatan melalui Komputer, sehingga
beberapa sarjana mengunakan istilah computer misuse, computer abuse atau computer
crime. Sehingga pengertian ini menjadi luas dan para masyarakat menyebutnya
computer crime.

Cyber crime menurut Widodo adalah setiap aktivita seseorang, kelompok
orang, badan hukaum yang mengunakan komputer sebagai alat kejahatan. Semua
kejahatan berhubungan dengan computer adalah kejahatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materil maupun secara
formil. %

Cyber crime menurut andi hamzah adalah kejahtan di bidang computer secara
umum dapat diartikan sebagai penguna komputer illegal. Dari pengertian tersebut

maka dapat disimpulkan bahwa beliau memperluas pengertian cyber crime, yaitu

2 Ronni R Nitibaskara, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Bandung:PT Refika
Aditama), him. 25
30 Widodo, Aspek Hukum Kejahatan Mayantara, (Jogjakarta:Prenandamedia,2011), him. 7.
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segala aktivitas yang tidak sah yang memanfaatkan komputer sebagai tindak pidana
kejahatan. Sehingga sekecil apapun kejahatan tersebut, jika berhubungan dengan
computer, maka disebut dengan cyber crime. 3t

Cyber crime menurut Donn B. Parker yaitu penyalahgunaan computer
didefinisikan sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi computer
yang seseorang korban menderita atau akan menderita kerugian dan seseorang pelaku

sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan. 32

H. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata yunani, yaitu kata “Methodos” dan “Logos”. Metode
penelitian ini adalah ilmu yang membahas bagiamana tata cara atau jalan sehubungan
dengan penelitian yang dilakukan, langkah langkah sistematik, meliputi teknik
prosedur dan prosedur penelitian. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk
menemukan aturan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang

dihadapi, dan prinsip-prinsip hukum.

Metode penelitian diperlukan guna untuk melengkapi penulisan agar dapat di
pertanggung jawabkan secara ilmiah dan lebih terarah, maka penulis mengunakan

metode sebagai berikut :

31 Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer, (Jakarta:Sinar Grafika,1989), him
26.

32 Donn B Parker, Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer, (Jakarta:Sinar
Grafika,1993), him. 18.

3 Suratman dan H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung:Citra Aditya

Bakti,2014), him 280.
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1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian tipe hukum empiris atau penelitian
lapangan dapat dikatakan penelitian empiris karena mengunakan fakta-fakta yang
diambil melalui pengamatan langsung dan wawancara.>* Penelitian empiris adalah
penelitian dalam hukum postif tidak tertulis dimana menitikberatkan perilaku
didalam masyarakat yang meliputi perbuatan atau pernyataan hukum yang berlaku

dan hidup dimasyarakat.®

2. Pendekatan penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. :

1. Pendekatan Sosiologi Hukum (Socio Legal Approach)
Pendekatan merupakan pendekatan yang ingin meneliti hukum dalam
pelaksanaan secara sosial, kemudian hasil yang diharapkan yaitu mengkritik,
menganalisis, dan menjelaskan bagaimana proses berkerjanya hukum dalam
kehidupan sehari-hari dimasyarakat.3® Untuk itulah penulis memilih wilayah
Kepolisian daerah Sumatera selatan untuk dijadikan tempat penelitian.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)

34 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Penelitian Hukum Empiris dan Normatif,
('Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), him. 280.

35 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
2009), him. 155.

3% peter Mahmud Marzuki, Hukum dan Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2016), him. 137.
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Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan
secara mengkaji semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang
bersangkut paut kepada isu hukum.®” Bagi penulis pendekatan perundang-
undangan ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari kositensi dalam
undang-undang. Digunakan pendekatan Perundang-undangan ini untuk

memahami penipuan investasi online.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

A. Data primer
Wawancara adalah tehnik pengumpulan data dalam pelaksanaan
penulis dapat melakukan wawancara secara langsung kepada pihak POLDA

Sumatera selatan.

B. Data sekunder
Data sekunder merupakan data dimana didapatkan dengan cara
mengambil, membaca, mempelajari, baik data data hukum, dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan keperpustakaan adalah:
1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

37 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Pramedia Group 2005), him. 93.
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b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik
Indonesia.
¢. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elekronik.
d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan bahan-
bahan hukum primer yang berupa buku-buku, penelitian, teori hukum, dan
pendapat hukum yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, berupa bahan yang memberikan penjelasan dan
petunjuk mengenai bahan sekunder dan primer, berupa dokumen, kamus
hukum, media masa, internet, dan literature yang berkaitan langsung dengan

penelitian.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertada di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan JI.
Jend. Sudirman No. KM.4,5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang 30151.
Objek kajian adalah wilayah yang memiliki subjek dan objek yang mempunyai kualitas
dan karakter yang sudah di tetapkan oleh peneliti untuk belajar dan menarik sebuah

kesimpulan.3®

38 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), him. 117.
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5. Populasi dan Sampel Data Penelitian

6.

A. Populasi ialah wilayah yang memiliki subjek dan objek yang mempunyai

kualitas dan karakter yang sudah ditetapkan oleh penulis untuk belajar menarik
sebuah kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Informan di
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan khusus yang menangani bagian kejahatan

cyber.

. Sampel merupakan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, teknik yang

digunakan penulis yakni Purposive Sampling, salah satu jenis teknik
pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. Purposive
sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-
kriteria tertentu. Purposive sampling yang juga disebut sebagai sampel
penilaian atau pakar adalah jenis sampel nonprobabilitas. Tujuan utama dari
purposive sampling untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat

dianggap mewakili populasi.*®

Teknik Pengumpulan Data

A. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode penelitian atau studi dokumen meliputi

bahan sukender, primer, dan bahan hukum tersier. Tehnik dalam studi kepustakaan

% Ibid, him. 118.
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adalah Membaca, mencatat, mengutip, dan mempelajari data data, bahan bahan

sesuai dengan apa yang di butuhkan untuk skripsi Penulis.

B. Studi Lapangan

Metode dalam pengumpulan data dilaksanakan melalui Tanya jawab memalui
wawancara,baik secara online ataupun offline menyesuaikan pandemic covid-19
ini, guna untuk memperoleh dan mengetahui data yang di perlukan dalam skripsi
penulis. “° Sumber data (informan) adalah tehnik yang digunakan untuk memilih
informasi dengan baik dan benar, melalui wawancara bersama, mengunakan
tehnik Purposive sampling yaitu memang sesuai dengan keinginan penulis
dengan apa yang di teliti nantinya.**

Melalui informan sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera selatan yakni Drs. H. Saud Usman
Nasution, SH, MSi.

2. 3 ( Tiga) Orang Buser Kepolisian Sumatera Selatan

7. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah penulis kumpulkan nantinya akan dibuat dan dianalisis
secara deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisi data sekunder dan primer untuk
memperoleh jawaban tentang Upaya penanggulangan Investasi online oleh Pihak

Kepolisian Sumatera Selatan.

40 Amirudin dan Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers,
2012), him. 68

L 1bid, him. 25.
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